BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPAT! PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/43 /Kpts/BPT-PS/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SE;LATAN
NOMOR 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 TENTANG PENETAPA CENERIMA,
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARAMBANT .
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PE ERINTAH
PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEM
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Sela;aani
Nomor : 821.2/ 007/BKPSDM/ 2019 tentang Mutas
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Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas daz
Menengah
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Jabatan
Kepala Unit Pelayanan Terpadu Sekolah o
Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran
Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran. Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana
dimaksud pada huruf a, berdasarkan usulan dari Kepala
Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan:

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran
Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor ;900
/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembant 3
Daerah  Dilingku
Selatan Tahun Ar
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Negara (Lembar
Nomor 47, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 4286},
tentang
Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 RepubHE
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negaré aran
bahan Lem

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tam
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

04 tentang
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20 1 -
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Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangg _
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu ik
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat da'n
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
30 Tahun 2014 tentang

Undang-Undang Nomor

Administrasi Pemerintahas
Indonesia Tahun 2014 N
Negara Republik Indone
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 iahur}chara Repubh
Pengelolaan Keuangan Daerah (bembaranb A Lembaran
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Ta‘j“ ¢
Negara Republik ‘ndonesia Nomor 4578);
N - 1;’11’1{%
2006 ten
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 21 pCmETimah
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi NoMmor
550 un 2006 :
indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah et
25, Tambahan Lembaran Negara Republl

Nomor 4614);
tentang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahu[n zt?e?rin Negara
. bt <ntah ( Lem
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( 127, Tambahan

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ol
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

tan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten ;gl
Penyelenggafaa

Pembinaan dan Pengawasan ublik
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Req -
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembal

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Daerah,

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

14.
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

474

en Pesisir Selatan Nomor 9

18. Peraturan Daerah Kabupat
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
Daerah Kabupaten
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